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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Take 
Over pada Pembiayaan KPR iB Hasanah dengan akad musyarakah 
mutanaqisah di BNI Syariah KC Tanjung Karang. Maka dengan hal 
ini BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung menerapkan 
akad musyarakah mutanaqisah, namun sejauh mana penerapan akad 
musyarakah mutanaqisah yang diterapkan pada penggunaan 
pembiayaan KPR iB Hasanah tersebut. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
mekanisme take over pada pembiayaan KPR iB Hasanah dengan akad 
Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di BNI Syariah KC Tanjung 
Karang Bandar Lampung? 
Penelitian ini dilakukan pada BNI Syariah KC Tanjung Karang, 
adapun penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) dan 
menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan skunder. 
Teknik penumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, 
wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Mekanisme Take Over pada 
Pembiayaan KPR iB Hasanah dengan akad musyarakah mutanaqisah 
di BNI Syariah KC Tanjung Karang adalah Perorangan (WNI) yang 
berusia 21 tahun atau maksimal 55  tahun untuk karyawan dan 60 
tahun untuk wiraswasta.  Berdasarkan prinsip nilai syariah dengan dua 
pilihan yaitu akad musyarakah muntanaqishah (kerjasama sewa) dan 
akad murabahah (jual beli), dapat di ajukan oleh pasangan suami istri, 
dapat diajukan dengan sumber pendapatan gabungan dari gaji 
karyawan dari wiraswasta dan profesional.Pembiayan ini dilindungi 
oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh 
perusahaan asuransi apabila anda meninggal dunia. Fasilitas angsuran 
secara autodebet dari tabungan BNI Syariah. Jika nasabah telat 
membayar angsuran maka pihak Bank BNI Syariah akan memberikan 
Surat Peringatan (SP) kepada nasabah dan tidak diberikan sanksi atau 
denda. Jika nasabah mempunyai i’tikad baik untuk membayar 
kewajibannya, apabila usahanya mengalami penurunan atau di PHK 
dari pekerjaannya, maka pihak Bank BNI Syariah akan memberikan 
keringanan atau kelonggaran waktu dalam pembayaran. 
 
Kata Kunci : Musyarakah Mutanaqisah, Take Over Pembiayan 
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A. Penegasan Judul 
Agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan 
tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca, maka 
perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari  
beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. 
Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman 
terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, 
disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 
pokok permasalahan yang akan dibahas.  
Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang 
digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan 
dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil 
yang maksimal serta mengurangi kegagalan. 
1
 
Take over dalam kamus Inggris Idonesia berarti 
mengambil alih. Take over adalah pengambil alihan atau dalam 
lingkup suatu perusahaan adalah perubahan kepentingan 
pengendalian suatu perseroan.
 2
 Take over selain mempunyai 
pengertian perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu 
perseroan juga memiliki pengertian lain yaitu pengambil alihan 
sebuah perusahaan oleh perusahaan lain.
3
 
Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang 
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 
investasi  yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 
lembaga. Sedangkan  menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang 
                                                             
1  Isna latifatul zahroh, Mekanisme Take Over Pada Pembiayaan 
KPR iB Dengan Akad IMBT di BRI Syariah KCP Purbalingga (sekripsi : 
IAIN Purwokerto, 2018) hal. 31 
2 Ahmad Antoni K. Muda, Kamus Lengkap Ekonomi (Gita Media 
Press, Cet. 2, 2003)             hal. 53 
3
Eti Rochaety dan Ratih Tresnati. Kamus Istilah Ekonomi 
(Jakarta:PT. Bumi Askara, 2005) hal.331 
 2 
Perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan 
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
4
 
Musyarakah secara bahasa, berarti al-ikhtilath yaitu 
penggabungan atau pencampuran. Secara etimologis, mutanaqisah 
memiliki arti mengurangi secara bertahap. Berdasarkan fatwa 
DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarkah 
mutanaqisah, musyarakah mutanaqisah adalah (syirkah) yang 
kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak / syarik 
(hisbah) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh 
pihak lainnya.
5
 Hisbah bersifat musya yang berarti porsi 
kepemilikan salah satu pihak hanya direpresentasikan dalam 




Menurut ikatan bankir Indonesia (2014: 207) pembiayaan 
kepemilikan rumah (KPR) adalah pembiayaan dalam jangka 




Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa 
penelitian ini akan melakukan analisis dalam hal mekanisme take 
over pada pembiayaan KPR iB Hasanah dengan akad musyarakah 
mutanaqisah sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil 
judulh “Mekanisme Take Over Pada Pembiayaan KPR iB 
Hasanah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di 
BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung”. Adapun 
istilah–istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai 
berikut: 
                                                             
4  Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP 
YKPN, 2005, hlm. 17 
5 Fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008, hlm. 9 
6 Ikhsan dwitama, Studi Penerapan Aakd Musyarakah Mutanaqisah 
Pada KPR Muamalat IB kongsi Bank Muamalat, (jurnal) hal. 4 
7 Ibid.,h.5-6 
 3 
B. Alasan Memilih Judul 
Dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki beberapa 
alasan tertentu yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah 
ini. Adapun alasan tersebut antara lain adalah: 
1. Alasan Objektif 
 Kegiatan take over merupakan kegiatan pembiayaan 
yang sudah banyak digunakan oleh bank-bank di indonesia, 
baik bank konvensioal maupun bank syariah dalam 
pembiayaan KPR. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) adalah 
kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk 
kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/ agunan berupa 
rumah yang akan dibeli itu sendiri untuk KPR. Seperti halnya 
bank-bank lain, bank BNI syariah KC Tanjung Karang 
Bandar Lampug  yang juga menerapkan take over dengan 
Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)  pada pembiayaan 
KPR iB. Namun, karena kurang pemahaman dari masyarakat 
mengenai mekanisme yang digunakan dalam pembiayaan 
take over KPR iB dengan akad Musyarakah Mutanaqisah 
(MMQ)  yang menjadikan Penulis ingin meneliti tentang  
mekanisme take over pada pembiayaan kredit kepemilikan 
rumah (KPR) BNI syariah KC Tanjung Karang Bandar 
Lampug. 
2. Alasan Subjektif 
 Permasalahan ini sangat menarik bagi penulis untuk 
di teliti dan juga penulis sangat optimis dalam menyelesaikan 
penelitian ini karena tersedianya data atau informasi yang 
penulis butuhkan terkait dengan judul yang diteliti. Baik 
informasi dari pihak bank BNI syariah KC Tanjung Karang 
Bandar Lampung maupun dari perpustakaan serta dari media 
lainya. Selain itu, judul yang penulis ajukan sesuai dengan 
program studi perbankan syariah  di Fakultas Ekonomi dan 




C. Latar Belakang Masalah  
Memiliki sebuah rumah adalah keinginan setiap manusia, 
sebab rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus 
terpenuhi. Rumah tidak kalah pentingnya dari kebutuhan pangan 
dan sandang, karena rumah memiliki fungsi sebagai tempat untuk 
berteduh, beristirahat, dan berkumpul dengan keluarga. Namun, 
masalah masyarakat sekarang adalah harga tanah saja sebagai 
tempat untuk membangun rumah sudah sangat mahal, apalagi 
dengan mendirikan rumah tersebut sudah pasti akan mengeluarkan 
banyak biaya jika membeli secara tunai. Ditambah dengan 
penghasilan rata-rata masyarakat sekarang yang masih pada 
kisaran Upah Minimum Regional (UMR) menjadikan memiliki 
rumah itu sangat sulit tercapai. Maka dari itu, masyarakat 
menginginkan suatu lembaga yang dapat mewadahi keinginan dari 
mereka. 
Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh banyak lembaga 
pembiayaan dan perbankan untuk menawarkan produk konsumtif 
yang banyak dikenal dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). 
KPR sendiri adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah 
atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/ agunan 
berupa rumah yang akan dibeli itu sendiri untuk KPR.
8
 
Pada praktik KPR dari bank konvensional, bank 
memberikan pinjaman berupa uang ke konsumen/ nasabah, 
kemudian dengan uang tersebut konsumen/ nasabah membeli 
rumah kepada pengembang (developer). Pinjaman uang tersebut 
kemudian akan dikembalikan oleh konsumen dengan cara 
mencicil atau angsuran kepada pihak bank dengan memberikan 
kelebihan yang sering disebut bunga.
9
 
                                                             
8  Isna latifatul zahroh, Mekanisme Take Over Pada Pembiayaan 
KPR iB Dengan Akad IMBT di BRI Syariah KCP Purbalingga (sekripsi : 
IAIN Purwokerto, 2018) hal. 22 
9 Afit Kurniawan dan Nur Inayah, Tinjauan Kepemilikan Dalam Kpr 
Syariah: Antara 
Murabahah, Ijarah Muntahiyyah Bittamlik, Dan Musyarakah 
Mutanaqisa, Jurnal, (YAPTINU Jepara,Indonesia, 2013), hal 2 
 5 
Bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan 
pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan, besarnya 
bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka presentase 
atau angka per seratus dalam setahun yang artinya apabila hutang 
tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun 




Namun, seiring berkembangnya ekonomi Islam, nasabah 
mulai memahami kerugian-kerugian yang didapat dari bunga yang 
diberikan oleh bank konvensional. Hal itu membuat nasabah 
menginginkan sebuah lembaga keuangan non-konvensional yang 
dapat mewadahi kebutuhan akan perumahan seperti halnya bank 
konvensional, namun tidak menggunakan sistem bunga dalam 
angsurannya. 
Pada awal 1990-an, menyebabkan banyak lembaga 
keuangan, baik bank maupun non-bank yang bermunculan dengan 
nafas syariah, salah satunya adalah bank syariah. Sama dengan 
bank konvensional yang menjadikan KPR sebagai salah satu 
produk perbankan, bank syariah juga mengeluarkan produk 
serupa. Kehadiran KPR syariah ini tentu saja melegakan bagi 
sebagian masyarakat yang peduli akan syariat agama yang 
melarang penggunaan riba dalam setiap transaksinya. Hal ini 
terbukti dengan banyaknya nasabah yang melakukan pinjaman 
kredit KPR ke bank syariah.
11
 
Dasar hukum yang melandasi akad Musyarakah 
Mutanaqisah (MMQ) itu sendiri terdapat pada Al-quran:  
 
                                                             
10 Muhamad, BanK Syariah Analisis Kekuatan, kelemahan, peluang 
dan ancaman, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), hal. 45 
11  Nabila Fatmasari, Analisis Sistem Pembiayaan Kpr Bank 
Konvensional Dan Pembiayaan Kprs Bank Syariah (Studi Kasus Bank Btn 
Dengan Bank Muamalat), jurnal, (Universitas Negeri Surabaya), hal. 2 
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َن الُْخلََطۤاِء لََيْبِغْي بَْعُضهُْم قَاَل لَقَْد َظلََمَك ِبُسَؤاِل هَْعجَ  ا ّمِ ٖۗ َوِانَّ َلِثْْيً ِتَك ِاٰلى ِهَعاِجه 
ُه  ََّما فَتَنّى ٖۗ َوَظنَّ َداٗوُد َاه ا ُهْ ِت َوقَِلْيٌل مَّ ِلحى لُوا الّصى َمنُْوا َوََعِ ْيَن اى ِ عَٰلى بَْعٍض ِاَّلَّ اَّلَّ
َاََنَب  َّٗه َوَخرَّ َراِلًعا وَّ تَْغَفَر َرب  فَاس ْ
Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 
kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui 
bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 
lalu menyungkur sujud dan bertaubat. .12 
 
Perbedaan antara pembiayaan KPR di bank syariah dan 
kredit KPR di bank konvensional adalah pada sistemnya, dimana 
bank syariah menggunakan bagi hasil dan bank konvensional 
menggunakan bunga. Perbedaan-perbedaaan tersebut diantaranya 
sebagai berikut : 
Tabel. 1.1 Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil
13
 
Bunga Bagi Hasil 
a. Penentuan bunga dibuat 
pada waktu akad 
dengan asumsi harus 
selalu untung. 
a. Penentuan besarnya 
rasio/ nisab bagi hasil 




b. Besarnya presentase 
berdasarkan pada 
jumlah uang (modal) 
b. Besarnya rasio bagi-
hasil berdasarkan pada 
jumlah keuntungan 
                                                             
12  At-Tanzil, Al-Quran Surat shad ayat 24, (Jakarta: Sinar Baru 
Algensindo), hal. 950-951 
13  Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke 
Pratik,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 61 
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yang dipinjamkan yang diperoleh. 
c. Pembayaran bunga 
tetap seperti dijanjikan 
tapa pertimbangan 
apakah proyek yang 
dijalankan oleh pihak 
nasabah untung atau 
rugi. 
c. Bagi-hasil bergantung 
pada keuntungan proyek 




oleh kedua belah pihak. 
d. Jumlah pembayaran 
bunga tidak meningkat 
sekalipun jumlah 
keuntungan berlipat 
atau keadaan ekonomi 
sedang booming. 




e. Eksistensi bunga 
diragukan (kalau tidak 
dikecam) oleh semua 
agama termasuk Islam. 






Bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan KPR 
yang sama seperti produk kredit KPR dari bank konvensional, 
banyak nasabah yang melakukan pengalihan hutang (take over). 
Menurut Fatwa DSNMUI yang dimaksud pengalihan hutang (take 
over) adalah pemindahan hutang nasabaha dari bank/ lembaga 
keuangan konvensional ke bank/ lembaga keuangan syariah, Jadi 
yang dimaksud pembiayaan take over adalah pembiayaan yang 
timbul sebagai akibat dari pengalihan transaksi nonsyariah yang 
                                                             
14 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi 
dan Ilustrasi, edisi 4,(Yogyakarta: Ekonisia, 2015), hal. 22 
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BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung 
merupakan bank syariah yang memiliki banyak pembiayaan, salah 
satunya pembiayaan dengan cara take over (pengalihan hutang), 
untuk pembiayaan KPR  yaitu KPR iB Hasanah dengan 
pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang 
telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. 
Take over yang digunakan dalam BNI Syariah KC 
Tanjung Karang Bandar Lampung menggunakan sebuah akad 
yang akan membantu melunasi pembiayaan pada bank 
sebelumnya, akad tersebut adalah akad qardh. Akad qardh adalah 
transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban 
pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus 
atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
16
 Akad qardh tersebut 
hanya digunakan di bank syariah dan bank BNI Syariah KC 
Tanjung Karang Bandar Lampung juga menggunakannya. 
Berbeda dengan take over yang digunakan oleh bank 
konvensional, dimana take over yang digunakan oleh bank 
konvensional biasanya terjadi karena nasabah ingin melakukan 
pemindahan hutang untuk mencari suku bunga KPR yang lebih 
rendah, sebab pada pembiayaan KPR pada bank konvensional 
biasanya menggunakan sistem bunga fluktuatif atau 
menyesuaikan kondisi bunga yang berlaku. 
Take over KPR dengan akad Musyarakah Mutanaqisah 
(MMQ) adalah pengalihan hutang yang bertujuan untuk 
memfasilitasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk 
kebutuhan konsumtif nasabah dengan sistem sewa menyewa aset 
milik BNI Syariah yang diperoleh melalui pembelian dari pihak 
ke-3, dengan opsi pengalihan kepemilikan atas aset oleh BNI 
Syariah kepada nasabah dilakukan saat pembiayaan faislitas itu 
                                                             
15 Dewan Syariah Nasional- MUI, Himpunan Fatwa DSN-MUI, cet. 
Ke-3, edisi revisi, (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2000), hal.185 
16  Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2015), hal. 54 
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lunas (jual beli/ hibah).
17
 Pada take over KPR dengan akad 
Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) memiliki berbagai keunggulan 
diantaranya dapat melakukan pengalihan hutang dari bank 
konvensional maupun dari bank syariah lain, dan akad yang dapat 
melakukan take over dari bank syariah sebelumnya adalah : 
murabahah, musyarakah, MMQ, Ijarah, dan IMBT.  
Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah yang 
telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
dalam mengenai mekanisme take over dalam pembiayaan KPR iB 
Hasanah yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah 
(MMQ) agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami 
mekanisme dalam pembiayaannya. Maka penulis ingin melakukan 
penelitian yang berjudul “Mekanisme Take Over Pada 
Pembiayaan KPR iB Hasanah dengan akad Musyarakah 
Mutanaqisah di BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 
Lampug”. 
 
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 
Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan 
dibahas, dan agar penelitian dilaksanakan secara focus, maka 
penulis memberi batasan permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini, yaitu untuk mengetahui  kesesuaian pelaksanaan 
mekanisme take over pada pembiayaan KPR iB Hasanah dengan 
akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). 
 
E. Rumusan Masalah 
Bagaimana mekanisme take over pada pembiayaan KPR 
iB Hasanah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di 
BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung? 
 
 
                                                             
17 Wawancara dengan Bapak Sutarno selaku Account Officer di BNI 
Syariah KC Tanjung Karang, pada 26 November  2018, pukul 13.40 WIB 
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F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitan 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dimana 
berbagai data informasi dikumpulkan, dirangkai dan dianalisis 
yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 




Adapun tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini ialah  
untuk mengetahui  mekanisme take over pada pembiayaan 
KPR iB Hasanah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah 
(MMQ) di BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 
Lampung. 
2. Manfaat Penelitian 
Suatu usulan penelitian lebih bermanfaat bagi peneliti 
pemula maupun mahasiswa. Bagi mahasiswa atau peneliti 
pemula adalah mutlak untuk membuat suatu kerangka yang 
menuntunnya melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan dalam penelitian tersebut. Dari sisi peniliti, 




Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
manfaat baik secara teoritis maupun praktis : 
1. Manfaat teoritis  
a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu 
pengetahuan tentang tinjauan take over. 
b. Untuk lebih mendukung teori-teori yang sudah ada 
sehubungan dengan masalah take over pada 
pembiayaan KPR. 
                                                             
18
 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  Cetakan ketiga,  
(Jakarta: UI-Press, 1986), h.2. 
 
19
Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi,  
Edisi 4, (Jakarta:Erlangga, 2013), h. 97. 
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2. Manfaat praktis 
a. Bagi BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 
Lampung  
Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan 
sumbangan pemikiran tentang mekanisme take over 
pembiayaan KPR. 
b. Bagi pihak lain  
Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk praktisi 
lain yang berkeinginan memperdalam pengetahuan 
dibidang perbankan syariah. 
c. Bagi penulis  
Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah 
pengetahuan dan pengalaman dengan praktek 
dilapangan dan mengetahui tentang mekanisme take 
over pembiayaan KPR di BNI Syariah KC Tanjung 
Karang Bandar Lampung. 
 
G. Metode Penelitian  
1. Jenis  dan Sifat Penelitian  
  Jenis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah 
lapangan (field reseach). Jenis penelitian lapangan yaitu 
penelitian yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya. 
Dalam penelitian pada hakekat nya merupakan metode untuk 
menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah 
terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Maksudnya 




 Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yaitu 
metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
                                                             
20 Djam‟an Satori,  Metodologi Penelitian  Kualitatif, Cetakan 6, 
(Bandung: Alfabeta, 2014), h.22. 
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yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah yang 
menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 
prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi (perhitungan) 
lainnya.
 21
 Untuk mengetahui  Mekanisme Take Over Pada 
Pembiayaan KPR iB Hasanah Dengan Akad MMQ di BNI 
Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung. 
2. Populasi dan Sample Penelitian 
a. Populasi 
   Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
22
 Populasi 
yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah 
jumlah nasabah yang melakukan Take Over pada 
pembiayaan KPR iB Hasanah dengan akad Musyakah 
Mutanaqishah  di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang 
yang berjumlah 68 nasabah. Dalam memilih responden 
pembiayaan KPR iB Hasanah haruslah mengambil 
pembiayaan untuk keperluan mereka. 
b. Sampel  
   Sample adalah bagian dari populasi yang dijadikan 
subyek penelitian sebagai wakil subyek penelitian sebagai 
wakil dari para anggota populasi. Penarikan sample 
ditentukan dari pertimbangan pertimbangan peneliti 
berkaitan dengan perlunya memperoleh informasi yang 
lengkap dan mencukupi, sesuai dengan tujuan atau 
masalah diteliti.
23
 Sampel yang di ambil yaitu berjumlah 
68 nasabah. 
 
                                                             
21
 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (P.T. Remaja 
Rosdakarya.Bandung.2012) hal. 6. 
22
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D Edisi 
Revisi (Bandung: AlFabeta, 2014), h.29. 
23
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitaif, 
Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), h.308. 
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3. Data dan Sumber Data 
  Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 
mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan dua sumber data yaitu: 
a. Data Primer  
Data Primer merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 
media perantara). Data primer nya penelitian ini yaitu 
pegawai bidang pemberian kredit dan nasabah kredit yang 
melakukan Take Over Pada Pembiayaan KPR iB Hasanah 
Dengan Akad MMQ. Secara khusus data dikumpulkan 
oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, ada 
dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan 
data primer yaitu: metode wawancara dan metode 




b. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 
perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 
sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan 
histories yang telah tersusun dalam arsip (data 
dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 
dipublikasikan, berupa data mekanisme Take Over Pada 
Pembiayaan KPR iB Hasanah Dengan Akad MMQ di BNI 
Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung.
25
 
4. Teknik pengumpulan data  
 Untuk memperoleh data yang benar-benar akurat dan sesuai 
dengan yang diharapkan, maka penelitian ini mengguakan 
                                                             
24 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitaif, 
Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), h.178. 
25  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.42. 
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proses dan teknik pengumpulan data sebagaimana disebutkan 
sebagai berikut: 
a. Interview (wawancara) 
Wawancara yaitu teknik yang digunakan untuk 
memperoleh data melalui percakapan langsung dengan 
para informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, 
dengan menggunakan pedoman wawancara kepada 
pimpinan, pegawai bidang pemberian kredit dan nasabah 
kredit yang melakukan Take Over Pada Pembiayaan KPR 
iB Hasanah Dengan Akad MMQ, 
26
 
b. Observasi (pengamatan) 
Pengumpulan data dengan cara melakukan 
pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti 
dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada 
BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung.  
c. Dokumentasi 
Yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 
data dengan cara melalui peninggalan tertulis, seperti 
arsip-arsip termasuk juga tentang pendapat, teori, dan 
lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian 
yaitu berupa data mekanisme Take Over Pada 
Pembiayaan KPR iB Hasanah. 
5. Subyek Penelitian 
Subyek dalam penelitian kualitatif disebut dengan 
informan, sebagai sumber informasi. Informan dalam 
penelitian ini berjumlah 5 orang, yang terdiri dari pimpinan 
BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung (KD-01), 
Kepala Bagian pembiayaan (Kd-02), Nasabah (KD-03-05). 
 
 
                                                             
26  Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2014), h. 
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6. Pengolahan Data 
Pengolahan data yang diperoleh dari hasil studi 
lapangan dan studi pustaka, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 
27
    
a. Editing 
Adalah Pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw 
data) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. 
b. Sistematisasi 
Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah. 
c. Tabulating 
Yaitu memasukkan data yang telah diklasifikasikan guna 
memudahkan dalam mengambil keputusan. 
7. Analisis Data 
Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 
data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 
sendiri maupun orang lain. 
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 
megurut kan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian 
dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 
hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data 
berlangsung secara bersama-sama dengan proses 
pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:  
a. Reduksi Data 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 
banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 
                                                             
27
 Suharsimi Arikunto, Op Cit, hlm. 112 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 
tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
28
 
b. Penyajian Data 
Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok 
permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks, sehingga 
memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan 
satu data dengan data yang lainnya. 
c. Penyimpulan Dan Verifikasi 
Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari 
kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang diperoleh 
sudah di reduksi dan disajikan secara sistematis akan 
disimpulkan sementara. Kesimpulan yang di peroleh pada 
tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap 
selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang 
kuat. Kesimpulan pertama perlu diverifikasi.  
d. Kesimpulan Akhir      
Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan 
sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini 










                                                             
28  Noeng Muhadjir, Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, 
Kuantitatif, dan Mixed, Rake Sarasin, (Yogyakarta:2004), h.79. 
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H. Sistematika Pembahasan 



















 Praktik KPR dari bank konvensional, bank memberikan 
pinjaman berupa uang ke konsumen / nasabah, kemudian dengan uang 
tersebut konsumen / nasabah membeli rumah kepada pengembang 
(developer). Pinjaman uang tersebut kemudian akan dikembalikan 
oleh konsumen dengan cara mencicil atau angsuran kepada pihak 
bank dengan memberikan kelebihan yang sering disebut bunga. 
 BNI Syariah KC Tanjung Karang yang memiliki banyak 
pembiayaan, terdapat salah satu pembiayaan yang juga dapat 
dilakukan oleh nasabah untuk pengalihan hutang, yaitu pembiayaan 
dengan cara take over (pengalihan hutang). Dimana pembiayaan 
Bank Syariah 




Mekanisme Take Over Pada 
Pembiayaan KPR iB 
Hasanah Dengan Akad 
MMQ 
 18 
dengan cara take over ini terdapat dalam  pembiayaan  KPR iB 
Hasanah. Pembiayaan KPR iB Hasanah merupakan pembiayaan 
kepemilikan rumah  kepada perorangan untuk memenuhi sebagian 
atau keseluruhan kebutuhan akan  hunian dimana pembayarannya 
secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan 
dimuka dan dibayar setiap bulan. 
 Take over yang digunakan dalam BNI Syariah KC Tanjung 
Karang menggunakan sebuah akad yang akan membantu melunasi 
pembiayaan pada bank sebelumnya, akad tersebut adalah akad qardh. 
Akad qardh adalah transaksi pinjam   meminjam dana tanpa imbalan 
dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan  pokok pinjaman 
secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dimana 
akad tersebuthanya digunakan di bank syariah dan bank BNI Syariah 
KC Tanjung Karang menggunakannya. Berbeda dengan take over 
yang digunakan oleh bank konvensional, dimana take over yang 
digunakan oleh bank konvensional biasanya terjadi karena nasabah 
ingin melakukan pemindahan hutang untuk mencari suku   bunga KPR 
yang lebih rendah, sebab pada pembiayaan KPR pada bank 
konvensional  biasanya menggunakan system bunga fluktuatif atau 














KAJIAN  TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Bank Syariah 
a. Pengertian Bank Syariah  
Bank Islam, selanjutnya disebut dengan bank syariah, 
adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. 
Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga tanpa 
mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan 
sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan 
produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis.
29
 
Bank Syariah merupakan Islamic  Financial Institution 
dan lebih dari sekedar bank (beyond banking) yang 
berlandaskan Al-Quran dan hadits (tuntunan Rosululloh 
Muhammad SAW) yang mengacu pada prinsip muamalah, 
yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada 
larangannya dalam Al-Quran dan hadis yang mengatur 
hubungan antar manusia terkait ekonomi, social dan politik. 
Bank syariah menjalankan fungsi penghimpunan dana 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
dalam rangka taraf hidup rakyat.
30
 
Menurut Veitzhal Rivai secara umum pengertian Bank 
Islam (Islamik Bank) adalah  bank yang pengoperasiannya 
disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak 
istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam 
selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank tanpa bunga 
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Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari 
perbankan nasional yang mendasar operasionalnya pada 
syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik (2001), bank Islam 
adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada 
hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama 
Islam, menggunakan konsep berbagai risiko sebagai metode 
utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta 
keuntungan yang ditentukan sebelumnya. 
Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis 
keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan 
dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan 
ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada 
tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan 
maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan 
kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk 
turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 




Bank adalah lembaga perantara keungan atau biasa 
disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah 
lebaga yangdalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah 
uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan 
dengan maslaah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya 
perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan 
selalu terkait dengan komoditas, antara lain: 
a) Memindahkan uang  
b) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam 
rekening koran 
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c) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat  
berharga lainnya.  
d) Membeli dan menjual surat-surat berharga  
e) Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang 
f) Membeli jaminan barang 
Menghindari pengoperasian bank dengan system bunga, 
Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. 
Dengan kata lain bank Islam lahir sebagai salah satu solusi 
alternatif terhadap persoalan pertentangan atara bunga bank 
dan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia 
yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat 
jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di 
Indonesia, yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau 
tepatnya setelah ada Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang 
direvisi dengan  Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 
1998, dalam bentuk sebuah bank syariah. Keberadan bank 
Syariah semakin mapan setelah diundangkannya UU No.21 
tahun 2010 tentang Perbankan Syariah. 
33
 
Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis 
adalah penting, namun dalam pelaksanaannya harus 
menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan 
“penghisapan”, dari satu pihak ke pihak lain (bank dengan 
nasabahnya). Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan 
para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, 
sedang dalam hal bank pada umumnya hubungannya adalah 
sebagai kreditur dan debitur. Sehubungan dengan jalinan 
investor dan pedagang tersebut maka dalam menjalankan 
pekerjaannya, bank Islam menggunakan berbagai teknik dan 
metode investasi seperti kontrak mudharabah. Dismping itu, 
bank Islam juga terlibat dalam kontrak mudharabah, 
mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip mitra 
usaha, adalah bebas bunga. Oleh karna itu, soal membayarkan 
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bunga kepada para deposito atau pembebanan suatau bunga 
dan para klien tidak timbul.
34
 
b. Dasar Hukum Bank Syariah 
Terdapat beberapa dasar hukum Bank Syariah yaitu, antara 
lain: 
1) Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Kamus istilah keuangan dan perbankan syariah 
mendifinisikan fatwa sebagai penjelasan tentang hukum 
Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga 
fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya 
pertanyaan maupun tidak. Secara sederhana , fatwa 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawab 




Adapun salah satu fatwa Dewan Syariah Nasional 
mengenai Bank Syariah merujuk pada surat QS. An-Nisa 
Ayat 29  
                 
               
                  
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 




 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.19-31. 
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janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.36 
2) Undang-undang dan peraturan Bank Indonesia 
Dasar hukum utama bagi operasional perbankan 
syariah pada saat ini adalah UU Perbankan, UU Perbankan 
Syariah, UU Peraturan-Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
tentang perbankan Syariah, antara lain PBI PBI No. 
11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 
11/23/PBI/2009 tentang Bank Pengkreditan Rakyat 
Berdasarkan prinsip syariah serta surat edaran Bank 
Indonesia (SEBI) yang terikat, yaitu masing-masing No. 
11/9/DPbs tanggal 7 April 2009 prihal Bank Umum 
Syariah dan No. 11/34/DPbs tanggal 23 Desember 2009 
prihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  
Serta Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang 
perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan 
Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank 
syariah dan unit usaha syariah, menakup kelembagaan, 




c. Karakteristik Bank Syariah 
Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta 
menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu 
dalam masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal hal 
produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan 
landasan aktivitas ekonomi dalam masyarkat. Tidak setiap 
orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya 
untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan 
suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat 
pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana 
(pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara 
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tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan 
prinsip syariah. 
Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain 
pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal. 
Bank syariah bukan sekedar bunga, tetapi juga memiliki 
orientasi pencapaian kesejahteraan, secara fundamental 
terdapat beberapa karakteristik bank syariah : 
1) Penghapusan riba dalam berbagai bentuk 
2) Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan 
sasaran sosio-ekonomi islam. 
3) Bank Syariah bersifat universal yang merupakan 
gabungan dari bank komersial dan bank investasi. 
4) Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih 
berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang 
berorintasi kepada penyertaan modal, karena bank 
komersial syariah menerapkan profit and loss Sharing 
dalam kondisiny, ventura, bisnis atau industri. 
5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank 
syariah dengan pengusaha. 
6) Kerangka yang dibangun dalam membantu bank 
mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan 
instrument pasar uang antara bank syariah dan instrument 
bank sentral berbasis syariah.
38
 
Bank Syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. 
Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk 
memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas 
penggunan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba 
yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank 
syariah tidak membedakan secara tegas antara sector riil, 
seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu, bank 
syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk 
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memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah.  
Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila 
telah memenuhi seluruh syarat berikut ini: 
1) Transaksi tidak mengandung unsur kedzhaliman  
2) Bukan riba 
3) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain 
4) Tidak ada penipuan (gharar) 
5) Tidak mengandung materi-materi yang diharmkan 
6) Tidak mengandung unsur judi (maisyir) 
Operasional bank syariah perlu memerhatikan ha-hal 
yang memang telah diatur oleh syariah atau jajaran Islam 
berkaitan dengan harta, uang, jual-beli, dan transaksi 
ekonomi lainnya. 
d. Produk-Produk Bank Syariah  
Sistem operasi bank syariah, pemilik dana 
menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif 
mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan 
keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian 
disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya: 
modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan 
sesuai kesepakatan. Secara garis besar, pengembangan produk 
bank syariah di kelompokan menjadi tiga kelompok, yaitu: 
1) Penyaluran Dana 
a. Prinsip Jual Beli (Ba‟i) 
Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan 
kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di 
depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. 
Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan 
konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank 
syariah, yaitu: 
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a) Bai‟ Al-Murabahah: Jual beli dengan harga asal 
ditambah keuntungan yang disepakati antara 
pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank 
menyebutkan harga barang kepada nasabah yang 
kemudian bank memberikan laba dalam jumlah 
tertentu sesuai dengan kesepakatan. 
b) Ba‟i As-Salam: Dalam jual beli ini nasabah 
sebagai pembeli dan pemesan memberikan 
uangnya di tempat akad sesuai dengan harga 
barang yang di pesan dan sifat barang telah 
disebutkan sebelum nya. Uang yang tadi di 
serahkan menjadi tanggungan bank sebagai 
penerima pesanan dan pembayaran dilakukan 
dengan segera. 
c) Ba‟i Al-Istishna: Merupakan bagian dari Ba‟i As-
salam namun Ba‟i Al-Istishna‟ biasa digunakan 
dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba‟i 
Al-Istishna‟ mengikuti Ba‟i As-salam namun 
pembayaran dapat dilakukan beberapa kali 
pembayaran.  
2) Prinsip Sewa (Ijarah) 
Ijarah adalah kesepekatan pemindahan hak guna 
atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti 
pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa. Dalam 
hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah 
dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti 
sebelumnya. 
3) Prinip Bagi Hasil (Syirkah) 
Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, 
yaitu: 
a) Musyarakah: Adalah salah satu produk bank 
syariah yang mana terdapat dua pihak atau 
lebih yang bekerja untuk meningkatkan asset 
yang dimiliki bersama di mana seluruh pihak 
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memadukan sumber daya yang mereka miliki 
baik yang berwujud maupun yang tak 
berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang 
bekerja sama memberikan kontribusi yang 
dimiliki baik itu dana, barang dan skill, 
ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi 
ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik 
modal berhak dalam menentukan kebijakan 
usaha yang dijaankan pelaksana proyek. 
b) Mudharabah: Mudharabah adalah kerja sama 
dua orang atau lebih di mana pemilik modal 
kepada pengelola dengan perjanjian 
pembagian keuntungan. Perbedaan yang 
mendasar antara musyarakah dengan 
mudharabah adalah kontribusi atas 
manajemen dan keuangan pada musyarakah 
diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, 
sedangkan pada mudharabah modal hanya 
dimiliki satu pihak saja. 
4) Penghimpunan Dana 
Produk penghimpunan dana pada bank 
syariah meliputi giro tabungan, dan deposito. 
Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah 
adalah: 
a) Prinsip Wadiah 
         Penerapan prinsip wadiah yang 
dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yang 
diterapkan pada rekening produk giro. 
Berbeda dengan wadiah amanah, dimana 
pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab 
atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh 
memanfaatkan harta titipan tersebut. 
Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan 
tidak boleh di manfaatkan oleh yang di titipi. 
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b) Prinsip Mudharabah 
          Dalam prinsip mudharabah, penyimpan 
atau deposan bertindak sebagai pemilik modal 
sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. 
Dana yang tersimpan kemudian oleh bank 
digunakan untuk melakukan pembiayaan, 
dalam hal ini apabila bank menggunakannya 
untuk pembiayaan mudharabah, maka bank 
bertanggung jawab atas kerugian yang 
mungkin terjadi. 
       Berdasarkan kewenangan yang diberikan 
oleh pihak penyimpan, maka rinsip 
mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, 
yaitu: 
a) Mudharabah mutlaqah: prinsipnya dapat 
berupa tabungan dan deposito, sehingga 
ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah 
dan deposito mudharabah. Tidak ada 
pembatasan bagi bank untuk 
menggunakan dana yang telah terhimpun.  
b) Mudharabah muqayyadah on balance 
sheet : Jenis ini adalah simpanan khusus 
dan pemilik dapat menetapkan syarat-
syarat khusus yang harus dapat dipatuhi 
oleh bank, sebagai contoh disyaratkan 
untuk bisnis tertentu, atau untuk akad 
tertentu. 
c) Mudharabah muqayyadah off balance 
sheet: Yaitu penyaluran dana langsung 
kepada pelaksana usaha dan bank sebagai 
perantara pemilik dana dengan pelaksana 
usaha. Pelaksana usaha juga dapat 
mengajukan syarat-syarat tertentu yang 
harus dipatuhi bank untuk menentukan 
jenis usaha dan pelaksana usahanya. 
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5) Jasa Perbankan 
Selain dapat melakukan kegiatan 
menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga 
dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan 
mendapatkan imbalan berupa sewa atau 
keuntungan, jasa tersebut antara lain: 
a. Sharf  (Jual Beli Valuta Asing) 
Adalah jual beli mata uang yang tidak 
sejenis namun harus dilakukan pada waktu 
yang sama (spot). Bank mengambil 
keuntungan untuk jasa jual beli. 
b. Ijarah  (Sewa) 
Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan 
simpanan (safe deposite box) dan jasa tata-
laksana adminitrasi dokumen (custodian), 
dalam hal ini bank mendapatkan imbalan 




2. Mekanisme Take Over 
Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang 
digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan 
dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil 
yang maksimal serta mengurangi kegagalan. Mekanisme adalah 
interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem 
secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan 
sesuai dengan tujuan. (Bagus: 1996).
40
 
Take over  adalah pengalihan pembiayaan dari bank murni 
riba ke bank syariah.
41
Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan 
bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan 
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transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang 
sesuai dengan syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan 
pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang 
timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi nonsyariah 
yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas 
permintaan nasabah. Dalam pembiayaan berdasarkan take over 
ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank 
konvensional menjadi dua macam, yakni  
a. Hutang pokok plus bunga 
Hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus 
bunga, bank syariah memberikan jasa qardh karena lokasi 
penggunaan qardh tidak terbatas, termasuk untuk menalangi 
hutang yang berbasis bunga. 
b. Hutang pokok saja. 
Hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, 
bank syariah memberikan jasa hiwalah atau pengalihan hutang 
karena hiwalah tidak bisa untuk menalangi hutang yang 
berbasis bunga. 
Pembiayaan bank syariah dapat mengklasifikasikan 
pembiayaan yang diajukan nasabah dalam dua kategori, yakni 
pembiayaan take over dan pembiayaan nontake over. Dalam 
pembiayaan tersebut termasuk kedalam kategori take over 
ataupun nontake over, faktor pertama yang harus dicermati 
bank syariah adalah apakah pembiayaan tersebut sindikasi 
atau nonsindikasi (retail), Dalam hal pembiayaan tersebut 
termasuk pembiayaan take over yang berbentuk sindikasi, 
maka hal pertama yang harus diidentifikasi oleh bank syariah 
adalah apakah hutang nasabah hanya terdiri dari hutang pokok 
atau hutang pokok plus bunga. Jika hanya terdiri dari hutang 
pokok, langkah pertama yang diberikan bank adalah 
pemberian jasa hiwalah. Namun jika hutang nasabah terdiri 
dari hutang pokok plus bunga, langkah pertama yang 
dilakukan bank syariah adalah memberikan qardh kepada 
nasabah sehingga nasabah dapat melunasi hutangnya dibank 
konvensional dan aset tersebut menjadi hak milik nasabah 
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secara penuh, dalam hal ini, baik melalui pemberian jasa 
hiwalah ataupun pemberian qardh, langkah berikutnya yang 
dilakukan bank syariah adalah mengidentifikasi apakah 
sidikasi tersebut berbentuk Lead Syndication, Club Deal, atau 
Sub Syndication. 
Setelah proses identifikasi tentang bentuk-bentuk 
sindikasi dilakukan, bank syariah membeli secara tunai aset 
nasabah yang menjadi objek pengalihan hutang tersebutt 
untuk kemudian disewabelikan kembali kepada nasabah 
melalui akad MMQ. Penerapan akad MMQ ini pada 
hakikatnya adalah untuk menghindari terjadinya bai‟ al-




Peralihan ini dapat juga disebut sebagai hiwalah, 
yaitu hiwalah muthlaqah, karena muhal „alaih tidak memiliki 
hutang kepada muhil (nasabah), karena itu pengalihan itu 
tidak terkait dengan hutang bank kepada muhil (nasabah), 
karena memang hutang itu tidak pernah ada. Transaksi 
perpindahan pembiayaan dari bank konvensional ke Bank 
Syariah diatur dalam fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 
tentang pengalihan hutang. Dalam fatwa ini disebutkan ada 
empat alternatif akad yang dapat digunakan yaitu : 
a. Menggunakan akad al-Qardh, al-Bai‟ wa al-Murabahah; 
b. Menggunakan akad al-Syirkah al-Milk wa al-Murabahah; 
c. Menggunakan akad al-Qardh wa al-Ijarah;  




Terdapat dua mekanisme take over yang dapat 
dilakukan. Pertama, bank syariah akan memberikan talangan 
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pinjaman (akad al-qardh) kepada nasabah untuk melunasi 
KPR nya di bank konvensional. Dengan uang talangan 
tersebut, nasabah dapat melunasi KPR nya di bank 
konvensional. Nasabah kemudian menjual rumah yang telah 
dimiliki secara utuh tersebut ke bank syariah. Hasil penjualan 
rumah digunakan untuk membayar talangan/ pinjaman ke 
bank syariah. Tahap berikutnya, bank syariah akan menjual 
rumah tersebut ke nasabah. Berikut mekanisme take over yang 
digunakan bank syariah : 
 







1. BS berikan Qard  
 






Skema. 2.1 mekanisme take over 
Mekanisme kedua, nasabah mengajukan permohonan 
take over KPR konvensional ke bank syariah. Bank syariah 
akan membeli sebagian kepemilikan rumah tersebut kepada 
nasabah. Misal, KPR di bank konvensional senilai 650 juta 







masih ada sisa 350 juta rupiah. Bank syariah akan 
memberikan uang senilai 350 juta rupiah sebagai pembelian 
sebagian hak kepemilikan rumah tersebut kepada nasabah. 
Sisa utang nasabah di bank konvensional dapat ditutupi dari 
uang pembelian rumah oleh bank syariah. Rumah tersebut 
dengan demikian dimiliki secara bersama-sama oleh nasabah 
dan bank syariah. Tahap selanjutnya adalah bank syariah akan 
menjual bagian kepemilikan rumahnya secara bertahap 




        3. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) 
a. Pengertian KPR     
KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit 
yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk 
kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan 
berupa Rumah. KPR berbeda dengan kredit 
konstruksi dan renovasi. 
Agunan yang diperlukan untuk KPR adalah 
rumah yang akan dibeli itu sendiri untuk KPR 
pembelian. Sedangkan KPR Multiguna atau KPR 
Refinancing yang menjadi agunan adalah rumah yang 
sudah dimiliki. 
Atau dengan pengertian lain KPR adalah 
Kredit Pemilikan Rumah. Adapun pengertian secara 
istilah alias definisi KPR adalah; kredit jangka 
panjang yang diberikan oleh lembaga keuangan 
(misal; bank) kepada debiturnya untuk mendirikan 
atau memiliki rumah diatas sebuah lahan dengan 
jaminan sertifikat kepemilikan atas rumah dan lahan 
itu sendiri.  
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1) Kreditur KPR 
Kreditur adalah lembaga keuangan (misalnya; 
bank) yang mengucurkan dana kepada debitur 
untuk membeli objek KPR. 
2) Debitur KPR Debitur adalah seseorang atau 
sebuah badan hukum (misal; PT) yang akan 
membeli objek KPR 
3) Objek KPR Objek KPR di sini merupakan lahan 




         Sedangkan KPR iB adalah pembiayaan 
kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk 




Produk pembiayaan kepemilikan rumah 
adalah produk pembiayaan yang membantu 
masyarakat untuk memiliki rumah yang bagus 
dan nyaman. Produk pembiayaan perumahan di 
BNI Syariah terdapat dua jenis, yaitu KPR Kongsi 
yang berdasarkan akad musyarakah mutanaqisah 
dan KPR pembelian yang berdasarkan akad 
murabahah. 
 
Akad yang digunakan pada produk KPR 
BNI Syariah iB Hasanah, Untuk produk 
pembiayaan kepemilikan rumah yang lebih 
diminati oleh nasabah ialah KPR kongsi yang 
menggunakan akad musyarakah mutanaqisah, hal 
ini dibuktikan dengan jumlah pembiayaan yang 
mencapai 56% dari total pembiayaan di BNI 
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Syariah KC Tanjung Karang. Akad musyarakah 
mutanaqisah yang diterapkan pada produk KPR 
iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan 
kepemilikan rumah dari Bank BNI Syariah 
dengan akad kerja sama modal. 
Akad ini tidak semua modal untuk 
membeli rumah berasal dari bank, akan tetapi 
juga dari nasabah. Dengan akad kerja sama 
modal, status kepemilikan rumah masih menjadi 
milik bersama, kemudian di akhir periode 
pembiayaan sertifikat rumah akan dibalik 
namakan kepada nasabah,  dengan adanya akad 
musyarakah mutanaqisah ini nasabah yang belum 
memiliki cukup uang untuk membeli rumah tetap 
dapat merealisasikan keinginannya dengan modal 
20% dari total harga rumah yang ingin dibeli. 
Angka 20% bukan angka yang wajib namun 
hanya batas minimal, ketika nasabah mempunyai 
uang lebih ia dapat memberikan modal lebih 
banyak sebagai uang muka kepada pihak penjual 
rumah. 
 
b. Tujuan Dan Manfaat 
Produk KPR BNI Syariah iB Hasanah 
mempunyai tujuan dan manfaat yang menguntungkan 
bagi nasabah dan juga bank karena produk ini 
digunakan untuk pembelian properti yang ready stock 
maupun indent berupa rumah tempat tinggal, rumah 
susun, apartemen maupun ruko yang akan digunakan 
untuk usaha.  
Dengan produk ini bank juga mendapatkan 
keuntungan karena dapat meningkatkan jumlah 
portofolio pembiayaan konsumer, sehingga dana 
funding dan lending menjadi seimbang. Selain 
bermanfaat kepada bank juga bermanfaat bagi 
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nasabah karena dapat memiliki rumah sebagai tempat 
hunian sekaligus peningkatan aset dan dapat 
membayar angsuran secara pasti sesuai prinsip 
syariah. 
Produk pembiayaan KPR iB Hasanah dengan 
akad musyarakah mutanaqisah adalah fasilitas 
pembiayaan hunian yang sesuai dengan prinsip 
syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
dan jauh dari riba karena semua transaksi yang 
dilakukan transparan kepada nasabah. Semua syarat 
dan ketentuan diterangkan di awal akad sehingga 
tidak ada rasa keberatan di kemudian hari ketika akad 
telah dilaksanakan. 
 Pembiayaan dengan akad musyarakah 
mutanaqisah tidak hanya memberikan keuntungan 
tetapi juga ketenangan hati dalam bertransaksi dengan 
masa angsuran yang relatif sangat lama, sehingga 
biaya angsuran perbulan terasa ringan. 
 Dalam pelaksanaan akad musyarakah 
mutanaqisah ini, Bank BNI Syariah bekerja sama 
dengan sejumlah developer untuk memastikan 
kemudahan proses kepemilikan rumah bagi nasabah. 
Dengan modal 20%, nasabah sudah bisa mengajukan 
pembiayaan KPR iB Hasanah. 
 
4. Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah) 
a. Pengertian MMQ (Musyarakah Mutanaqisah) 
Musyarakah mutanaqisah merupakan produk 
turunan dari akad musyarakah, yaitu bentuk akad kerja 
sama dua pihak atau lebih. Kata dasar dari musyarakah 
adalah syirkah yang berasal dari kata: syaraka-yusyriku-
syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah), yang berarti 
kerjasama. Musyarakah atau syirkah adalah kerjasama 
antara modal dan profit dari dua pihak, baik perusahaan 
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maupun kelompok. Sementara mutanaqisah berasal dari 
kata; yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun, 
yang berarti mengurangi secara bertahap. 
Musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah 
dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan 
dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga 
bagian dana nya akan menurun dan pada akhir masa akad 




Landasan hukum musyarakah mutanaqisah dapat 
disandarkan pada dalil yang mendasari akad syirkah dan 
ijarah, karena musyarakah mutanaqisah adalah akad 
gabungan antara kedua akad tersebut, yaitu:Al-Qur‟an 
Surat Shad, ayat 24: 
                     
                     
                      
            
Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat 
zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 
ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya 
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah 
mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami 
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mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 
lalu menyungkur sujud dan bertaubat.  
Musyarakah mutanaqishah (diminishing 
partnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak 
atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. 
Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan 
salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak 
kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui 
mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. 
Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak 
salah satu pihak kepada pihak lain.
48
 
Dari difinisi pemahaman tersebut, konsep akad 
musyarakah mutanaqisah dijadikan sebuah konsep dalam 
pembiayaan perbankan syariah, yaitu kerjasama antara 
bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau 
pembelian suatu barang yang mana asset barang tersebut 
jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat 
ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang 
disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya 
pihak nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah 
modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. 
Jumlah modal bank syariah semakin lama 
semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal 
nasabah yang semakin bertambah karena pembayaran 
angsuran pada setiap bulan. Pada akhir masa pembiayaan, 
jumlah modal bank telah diambil alih 100% oleh nasabah 
sehingga kepemilikan atas rumah dialihkan menjadi atas 
nama nasabah. Secara sederhana, jumlah modal antara 
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         Modal 
                    
 
                                    Akhir       Periode  
         Porsi Kepemilikan                    Porsi Kepemilikan 
 
Gambar 2.2 ; Diagram jumlah modal pada pembiayaan 
akad musyarakah mutanaqisah 
Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah 
kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah 
modal nasabah dari pertambahan angsuran setiap 
bulannya. Apabila masa angsuran berakhir, berarti 
kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya 
menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan 
bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara 
proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Selain 
sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk 
mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar 
sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya 
batas kepemilikan bank syariah.Pembayaran sewa 
dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. 
Pembayaran angsuran merupakan bentuk 
pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. 
Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan 
(fee) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset 
tersebut. Pembayaran sewa sekaligus merupakan bentuk 
kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank 
syariah. 
Musyarakah mutanaqisah merupakan akad 
turunan dari musyarakah dan prosedurnya pun hampir 
sama dengan akad ijarah muntahia bittamlik. Hal ini 
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dikarenakan pada akad musyarakah mutanaqisah 
menggunakan sistem perkongsian dengan upah sewa dan 
hak milik beralih ke tangan nasabah pada akhir periode 
pembiayaan.  
Musyarakah mutanaqisah muncul sebagai 
alternatif pembiayaan perumahan yang merupakan paket 
lengkap yang menguntungkan bagi nasabah dan juga bank 
syariah, khususnya Bank BNI Syariah. Dengan 
implementasi yang sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 
73 tahun 2008, akad MMQ ini diharapkan dapat 
mempermudah masyarakat dalam hal kepemilikan rumah. 
 
b. Rukun dan Syarat MMQ 
1) Rukun  
a) Pelaku akad 
b) Objek musyarakah mutanaqisah 
c) Ijab qabul atau serah terima 
d) Nisbah keuntungan 
e) Ujrah atau biaya sewa 
2) Syarat 
a) Para pelaku dalam musyarakah mutanaqisah 
harus cakap hukum dan baligh 
b) Modal musyarakah mutanaqisah harus 
diberikan secara tunai 
c) Modal yang sudah diserahkan oleh setiap 
mitra harus dicampur, tidak boleh dilakukan 
pemisahan untuk kepentingan khusus. 
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1) penentuan nisbah harus disepakati di awal 




2) Masing-masing pihak harus rela, artinya 
tidak ada unsur paksaan. 




4) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan 
dibolehkan oleh agama 
5) Biaya sewa objek musyarakah 
mutanaqisah dibagi sesuai persentase 
porsi kepemilikan. 
 
c. Ketentuan Musyarakah Mutanaqisah  
Ketentuan  Musyarakah Mutanaqisah diatur dalam 
Fatwa DSN MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 , dalam 
fatwa ini yang dimaksud dengan : 
1. Musyarakah Mutanaqisah adalah musyarakah 
atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau 
modal salah satu pihak (syarik) berkurang 
disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak 
lainnya; 
2. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan 
akad syirkah (musyarakah). 
3. Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam 
kekayaan musyarakah yang bersifat musya‟. 
Musya‟ adalah porsi atau bagian syarik dalam 
kekayaan musyarakah (milik bersama) secara 
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nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya 
secara fisik. 
a. Skema  Musyarakah Mutanaqisah 
              4. Membayar biaya sewa 
       
                            4. Membayar atas kepemilikan yang masih  
                                 dimiliki olrh bank 
 1. Pengajuan MM 
 
 
Berkontribusi    Berkontribusi  
           
        
        
         
                               1. Identifikasi    2. Akad MMQ 
 
   
 
 
2.3 Skema Pembiayaan MMQ 
 
Keterangan :  
1. Nasabah melakukan identifikasi rumah 
kepada developer 
2. Nasabah mulai melakukan pengajuan dengan 
akad musyarakah mutanaqisah kepada bank 
3. Nasabah dan bank sama-sama memberikan 
kontribusi dana untuk melakukan suatu akad 




4. Nasabah membayar biaya sewa setiap 
bulannya kepada bank karena kepemilikan 
rumah masih dimiliki pihak bank. 
1. Qardh 
a) Pengertian Qardh 
adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 
meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
51
 
Qardh menurut bahasa berarti potongan (Al-
Qath‟u) dan harta yang diberikan kepada orang yang 
meminjam (muqtaridh) dinamakan qardh karena ia 
adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam 
(muqaridh). 
Pinjam meminjam uang atau dalam istilah 
Arab dikenal dengan Al-Qardh yang dibedakan 
menjadi dua macam: 
1. Qardh-Al Hasan, yaitu meminjamkan sesuatu 
kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami 
sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. 
2. Al-Qardh yaitu meminjamkan sesuatu kepada 
orang lain dengan kewajiban mengembalikan 
pokoknya kepada pihak yang meminjamkan. Pada 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 
tentang Qardh diartikan sebagai pinjam 
meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban 
pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman 





                                                             
51
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi 
dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), hal. 83 
52
BintiNur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 
(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal.239  
 44 
b) Landasan Hukum Al-Qardh 
1) Al-Qur‟an 
                  
      
Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan 
kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan 
melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, 




َعِه اْبِه َمْسُعىٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلََّم قَاَل َما ِمْه 
تَْيِه إاِلَّ َكاَن َكَصَدقَتِهَا َمرُمْسلٍِم  يُْقِرُض ُمْسلًِما قَْرًضا َمرَّ  
   
Artinya; 
Ibnu Mas‟ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, 
berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang 
meminjam muslim (lainnya) dua kali kecuali yang 
satunya adalah (senilai) sedekah” (HR. Ibnu Majah, 
Ibnu Hibban, dan Baihaqi) 
 
3) Teknis Perbankan 
Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi Qardh dalam 
perbankan biasanya dalam empat hal: 
a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah 
calon haji diberikan pinjaman talangan untuk 
memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan 
haji. Nasabah akan melunasinya sebelum 
keberangkatan ke haji. 
 45 
b. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari 
produk kartu kredit syariah, dimana nasabah 
diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik 
bank melalui ATM. Nasabah akan 
mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. 
c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana 
menurut perhitungan bank akan memberatkan si 
pengusaha dila diberi pembiayaan dengan skema 
jual beli, ijarah atau bagi hasil. 
d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana 
bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan 
terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus 
bank akan mengembalikan secara cicilan melalui 
potongan gajinya. 
 
        Perjanjian Qardh 
       
             Tenaga Kerja   Modal 100% 
       
              
100%       
       
       
       
       
 
Kembali Modal 
    
     
 
Skema 2.4 Pembiayaan Qardh    
 
Nasabah  




B. Tinjauan Pustaka 
1. Penelitian  Zahroh (2018) tentang Mekanisme Take Over Pada 
Pembiayaan KPR IB  Dengan Akad  IMBT  Di BRI syariah 
KCP Purbalingga. Hasil penelitian diperoleh bahwa  bahwa 
BRI Syariah KCP Purbalingga telah melakukan mekanisme 
pembiayaan take over KPR iB dengan akad al-Qardh al-Bai‟ 
wa al-Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMTB) sesuai dengan 
SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada di BRI Syariah 
KCP Purbalingga. Dimana mekanisme tersebut berisi syarat 
dan ketentuan serta prosedur yang harus dilakukan oleh setiap 
nasabah yang akan melakukan pembiayaan take over KPR iB 
di BRI Syariah KCP Purbalingga. Prosedur tersebut 
diantaranya pemberian dana qardh dari  BRI Syariah KCP 
Purbalingga kepada nasabah untuk melunasi hutangnya yang 
ada di bank konvensional, kemudian melakukan akad ulang 
antara nasabah dan bank BRI Syariah KCP Purbalingga yaitu 
dengan mengganti akad qardh menjadi akan ijarah dan 




2. Penelitian Aziz (2011)  tentang  Analisa Perjanjian Take Over 
di Bank DKI Syariah hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
terdapat beberapa aspek yang belum sesuai antara aplikasi  
take over dengan teori  akad pengalihan utang. Adapun aspek 
yang dinilai belum sesuai adalah jaminan, status hak dan 
kepemilikan barang yang tidak ada ganti balik namanya, pajak 
ditanggung oleh mustajir, pembatasan tindakan mustajir, 
kerugian objek take over yang ditanggung oleh mustajir/ 
nasabah dan klausula sanksi-sanksi.
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 Isna Latifatul Zahroh Mekanisme Take Over Pada Pembiayaan 
KPR IB  Dengan Akad  IMBT  Di BRI syariah KCP Purbalingga. (Diploma 
III Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 
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 M. Koni Rumaini Aziz, Analisa Perjanjian Take Over di Bank 
DKI Syariah, (sekripsi : UIN Syarif Hidayatulah, Jakarta, 2011). 
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3. Penelitian Dwitama (2012) tentang Studi Penerapan Akad 
Musyarakah Mutanaqisah pada KPR Muamalat IB Kongsi 
Bank Muamalat.  Hasil penelitian menunjukan bahwa 
penerapan muasyarakah mutanaqisah pada produk KPR 
Muamalat iB kongsi sebagian besar sudah sesuai dengan 
ketentuan fatwa DSN- MUI nomor ; 73/DSN-MUI/XI/2008. 
Ketidaksesuain terdapat pada aspek kewajiban pemeliharaan 
rumah, aspek penghitungan nilai angsuran dan aspek 
kepemilikan. Saat ini, praktik tersebut diperbolehkan DSN-
MUI hingga dikeluarkannya regulasi yang lebih akomodatif. 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai risiko 
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Mutanaqisah pada KPR Muamalat IB Kongsi Bank Muamalat, (jurnal : 
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